
Belanja Pegawai- Alasan Pemkab Bone Tak Mampu Bayar Sisa TPP ASN 5 
Bulan

Sumber gambar:
https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7658326/alasan-pemkab-bone-tak-mampu-bayar-sisa-tpp-asn-5-

bulan?single=1

Pemkab Bone,  Sulawesi  Selatan (Sulsel),  memastikan tidak mampu membayar 
tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang tersisa 5 bulan di 2024. Kemampuan 
keuangan daerah yang rendah membuat pemerintah kesulitan menuntaskannya.

Plt  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone Budiono mengaku, 
pemerintah  mengalami  defisit  keuangan.  Belanja  pegawai  dalam  APBD  Bone 
2024 hanya bisa mengakomodir pembayaran TPP selama 7 bulan.

"Jadi kemampuan dana untuk membayar TPP hanya 7 bulan, artinya dari Januari 
saja sampai bulan Juli. Dari bulan Agustus sampai Desember tidak ada," ungkap 
Budiono kepada detikSulsel, Selasa (26/11/2024).

Budiono menjelaskan, ASN sudah menerima TPP periode Januari sampai Juni. 
Pihaknya  tinggal  mencairkan  TPP  untuk  Juli  meski  pembayarannya  juga 
dipastikan terlambat.
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"Desember nanti  TPP yang dibayar hanya untuk TPP bulan Juli.  Untuk bulan 
Agustus sampai Desember tidak dibayarkan lagi," bebernya.

Menurut  Budiono,  APBD  Bone  2024  sejak  awalnya  sebenarnya  sudah 
mengalokasikan  anggaran  TPP  untuk  12  bulan.  Belakangan,  belanja  pegawai 
tersebut justru terdampak refocusing anggaran. Dia tidak menjelaskan lebih jauh 
terkait  alasan  di  balik  kebijakan  refocusing anggaran  TPP  tersebut.  Namun 
kebijakan itu  membuat  Pemkab Bone kini  kesulitan mencari  anggaran untuk 
menutupi sisa TPP 5 bulan terakhir tahun ini.

"Ini penganggaran sebelum Pj (bupati Bone) sekarang, dianggarkan TPP 12 bulan. 
Dalam perjalanan di-refocusing (anggaran TPP)," ucap Budiono.

Dari  laporan BKAD Bone,  pembayaran TPP mencapai  Rp 5  miliar  tiap  bulan. 
Artinya, Pemkab Bone tidak akan membayar sisa TPP periode Agustus-Desember 
2024 dengan total Rp 25 miliar. Budiono menegaskan, sisa TPP yang tidak akan 
terbayarkan tersebut bukan menjadi utang pemerintah. Dia memastikan sisa TPP 
5 bulan di 2024 tidak bisa diakomodir dan dibayarkan di APBD 2025. Kebijakan 
itu  diatur  dalam  peraturan  kepala  daerah  (perkada)  yang  mengacu  dari 
peraturan  pemerintah.  Dalam  regulasi  tersebut  dijelaskan  bahwa  TPP 
dibayarkan atas kinerja ASN pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibayarkan 
pada tahun berikutnya.

"Sudah ada perkadanya, nanti saya cek lebih spesifik. Tapi itu aturan baru yang 
melarang bahwa TPP bukanlah kewajiban yang menjadi utang di tahun 2025," 
paparnya. 

Budiono menambahkan, TPP ASN tahun depan akan tetap dianggarkan di APBD 
2025. Namun dia kembali menegaskan bahwa APBD 2025 hanya mengakomodir 
TPP untuk pembayaran atas kinerja ASN pada tahun tersebut.

"Dianggarkan lain lagi 2025, untuk dinormalkan. Untuk pembayaran (TPP ASN) 
sisa 2024 tidak lagi menjadi utang," terang Budiono. 

Kondisi tersebut terpaksa membuat ASN Pemkab Bone gigit jari. ASN hanya bisa 
pasrah meski mengeluhkan pengelolaan keuangan pemerintah yang membuat 
sisa TPP ASN 5 bulan tahun ini tidak bisa dituntaskan.
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"Untuk TPP bulan Agustus sampai Desember katanya sudah hangus, dan kita ASN 
pasti  gigit  jari  saja,"  ujar  salah  satu  ASN  Pemkab  Bone  berinisial  EN  yang 
dikonfirmasi terpisah. 

Dia mengaku heran dengan kondisi yang dianggap baru pertama kali terjadi di 
Pemkab Bone. Dia menuntut kesejahteraan pegawai diperhatikan lantaran TPP 
merupakan hak ASN.

"Kenapa baru Pj (bupati Bone) sekarang baru TPP tidak ada. Padahal dulunya ada 
juga Pj tapi TPP tetap terbayarkan, makanya satu pertanyaan saya sebagai ASN 
ke manakah itu TPP," jelasnya

Wakil Ketua I DPRD Bone Muh Asrullah mengaku khawatir kinerja ASN menurun 
imbas sisa TPP 5 bulan dipastikan tidak bisa dibayarkan. Situasi ini berpotensi 
membuat pelayanan terhadap publik ikut terganggu.

"Saya khawatir, tidak dibayarnya TPP 5 bulan ini yang menjadi hak para pegawai 
berdampak  pada  menurunnya  kualitas  pelayanan  pemerintahan  kepada 
masyarakat. Ini juga yang harus dipikirkan oleh Pemkab," ujar Asrullah kepada 
detikSulsel, Selasa (26/11).

Asrullah  pun  mengungkapkan  kekecewaannya  atas  kinerja  pemerintah.  Dia 
lantas  menagih  janji  Pj  Bupati  Bone  Andi  Winarno  Eka  Putra  untuk 
memperhatikan kesejahteraan pegawai.

"Kami kecewa terhadap Pemkab Bone karena TPP 5 bulan dari Agustus sampai 
Desember  tidak  dibayarkan.  Padahal  dari  awal  Pak  Pj  (bupati  Bone)  akan 
menuntaskan masalah tersebut," ucap Asrullah,

Legislator Bone Fraksi PKB ini kembali mengingatkan dampak yang bisa terjadi 
ketika hak pegawai tidak diakomodir.  Dia mengingatkan, TPP merupakan hak 
ASN yang harus dibayarkan karena pegawai sudah menjalankan kewajibannya.

"Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, 
lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru tidak dibayar juga. 
TPP  ini  adalah  hasil  keringat  para  ASN  yang  harus  diperhatikan  oleh 
pemerintah," pungkasnya.
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Sumber Berita:
1. ASN  di  Bone  Keluhkan  TPP  Tidak  Dibayar  Empat  Bulan,  Ada  Apa?, 

https://makassar.tribunnews.com/2024/11/22/asn-di-bone-keluhkan-tpp-tidak-
dibayar-empat-bulan-ada-apa, 22 November 2024;

2. Alasan  Pemkab  Bone  Tak  Mampu  Bayar  Sisa  TPP  ASN  5  Bulan, 
https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7658326/alasan-pemkab-bone-tak-
mampu-bayar-sisa-tpp-asn-5-bulan?single=1, 27 November 2024

Catatan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
(1) Belanja operasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  55 ayat (1)  huruf a 

dirinci atas jenis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 57 yang menyatakan:
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a 

digunakan  untuk  menganggarkan  kompensasi  yang  ditetapkan  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala 
Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dianggarkan 
pada  belanja  SKPD  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 58 yang menyatakan:
(1) Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  tambahan  penghasilan  kepada 

Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan 
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memperoleh  persetujuan  DPRD  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan.

(2) Tambahan  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan 
berdasarkan pertimbangan beban kerja,  tempat  bertugas,  kondisi  kerja, 
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawai  ASN  daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam hal  belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (3),  Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 
bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

(5) Persetujuan  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  ditetapkan 
setelah  memperoleh  pertimbangan  menteri  yang  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan 
bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (4)  dan  (5),  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan 
pemerintahan  di  bidang  keuangan  melakukan  penundaan  dan/  atau 
pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai 

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan 

sebelum  rancangan  Perda  tentang  APBD  ditetapkan  dan  diundangkan 
dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  termasuk 
pengeluaran  keadaan  darurat  dan/atau  keperluan  mendesak  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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